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                                                             LAMPIRAN-LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 

Hasil Wawancara 

Wawancara dengan Ka Salsa 

Peneliti   :  Ka, PT X Konstruksi ini termasuk perusahaan jasa konstruksi dalam kualifikasi 

apa ? 

Ka Salsa :  Termasuk kualifikasi perusahaan jasa konstruksi dan elekrikal kecil, sedang dan 

menengah. 

Peneliti   :  Mengapa PT X Konstruksi memperoleh penerbitan SP2DK ? 

Ka Salsa :  Jadi, dari pihak pajak itu dilakukan ekualisasi terkait perpajakan yang telah 

dilaporkan dalam SPT Masa dan SPT Tahunan. Dari ekualisasi tersebut pihak 

pajak memiliki dugaan belum terpenuhinya beberapa pos pajak yang telah 

dilaporkan, sehingga dalam hal tersebut pihak pajak menerbitkan SP2DK 

sebagai surat permintaan yang ditujukan kepada perusahaan untuk menjelaskan 

beberapa pos pajak yang diduga belum terpenuhi pemotongan, penyetoran dan 

pelaporannya. PT X Konstruksi ini diduga belum memenuhi sepenuhnya terkait 

kewajiban perpajakannya. 

Peneliti   : Terus ekualisasi itu apa ya ka ? 

Ka Salsa : Ekualisasi itu teknik menyamakan data antara data yang satu dengan data yang 

lainnya, yang jelas data itu tuh ada hubungannya, kaya misal pos pajak yang di 

cantumin dalam SPT Tahunan sama tidak dengan nominal per SPT masa kalau 

dijumlahkan. Nah ekualisasi ini ada dua macem yaitu ekualisasi yang dilakukan 



oleh pihak perpajakan atau kita sebutnya ekualisasi perpajakan sama ekualisasi 

perusahaan. Ekualisasi perusahaan biasanya ada yang memang rutin 

melakukannya setiap masa atau setiap tahun pajak, tapi di PT X Konstruksi ini 

lebih ke rekonsiliasi, kita udah lama tidak melakukan ekualisasi, karena 

sebenarnya rekonsiliasi ini turunan dari ekualisasi, rekonsiliasi dan ekualisasi 

seperti satu jenis. Karena kita (PT X Konstruksi) memperoleh penerbitan SP2DK 

jadi kita menelusuri data dengan melakukan teknik yang sama dengan pihak 

perpajaka yaitu melakukan ekualisasi, kita membandingkan data-data yang kita 

miliki dengan data yang menjadi dugaan pihak pajak karena ada kekeliruan atau 

memang pihak perusahaan belum/kurang melakukan pemotongan. 

Peneliti    : Kalau dalam melakukan ekualisasi, terus dapat menjawab SP2DK itu, dan 

ternyata memang ada yang kurang/belum dipotong perusahaan terkait beberapa 

pos pajak, perusahaan dapet denda tidak ? 

Ka Salsa  : kalau dinyatakan memang ada yang belum/kurang bayar secara perpajakannya 

kita emang ada kurang bayar, kita otomatis langsung bayar dulu, untuk masalah 

denda pasti ada, cuma kita nunggu proses lebih lanjut, nanti pihak perpajakan 

bakal nerbitin STP (Surat Tagihan Pajak) 

Peneliti    : Saya lanjut nanya terkait SP2DK nya ya ka, untuk poin yang pertama itu terkait 

biaya bunga pinjaman, itu terdapat masalah apa ka ? 

Ka Salsa  : Itu pihak pajak salah pengakuan, mereka ngira itu adalah biaya bunga pinjaman 

afiliasi jadi harusnnya dikenain PPh 23 dengan tarif 15%, tapi padahal itu biaya 

bunga provisi, yang mana kalo bunga provisi itu gak dikenain PPh 23. 



Peneliti    : Untuk poin 2 ka tentang biaya sewa ? 

Ka Salsa  : di poin 2 ini atas biaya sewa yang dilaporin di SPT Tahunan, kan pihak pajak 

melakukan ekualisasi, mereka narik data dari sistemnya atas PPh 23 dan PPh 4 

ayat (2) pas diekualisasi ada selisih ternyata dari sistem mereka kurang, jadi kita 

dianggap tidak melaporkan yang selisihnya itu. Padahal yang kita cantumin 

dalam SPT Tahunan bukan hanya terkait PPh 23 dan PPh 4 ayat (2) tapi disitu 

ada PPh 15 juga terkait sewa pesawat. 

Peneliti    : Untuk yang poin 3 ka, kenapa bisa ada selisih atas DPP penjualan ? 

Ka Salsa  : Jadi kalo yang poin 3 itu, perusahaan udah mengakui pendapatan penjualan 

sebesar yang tercantum dalam SPT Tahunan, tetapi pada nyatanya, kalo 

perusahaan konstruksi itu dalam pelaksanaan jasa konstruksi selalu ada retensi, 

nah yang selisih itu tu retensi yang akan dibayar nanti, jadi kemarin di tahun 

2016 itu perusahaan baru menerbitkan faktur pajak sesuai pendapatan yang 

diterima. Untuk retensi itu perusahaan akan buat faktur nanti setelah progres 

selesai dan biasanya dia baru cairnya 6 bulan kemudian atau maksimal 1 tahun 

kemudian semenjak deal pelaksanaan konstruksi. 

Peneliti    : Untuk poin 4 ka, itu maksudnya beberapa dari Faktur Masukan dianggap 

belum/kurang potong atas PPh ? 

Ka Salsa  : Iya bener, jadi mereka menarik Faktur Masukan dari sistem atas yang kita 

laporkan, nah terdapat angka yang dicantumin dalam situ, itu mereka menduga 

belum kita potong. Memang beberapa ada yang belum kita potong, tapi ada juga 



yang memang transaksi material yaitu pembelian pasir gitu-gitu, sama ada dua 

yang memang dibebaskan dari pemotongan pajak. 

Peneliti    : yang terakhir ini ka ? Maksudnya gimana perusahaan melakukan pengkreditan 

atas Faktur Pajak yang telah dibatalkan ? 

Ka Salsa  : Jadi kan faktur pajak masukan itu memang dapat dikreditkan, nah perusahaan 

itu seperti biasa melakukan kredit pajak. tapi ternyata terkait PT Total Daya, 

faktur yang udah mereka terbitin itu mereka batalin, dan mereka nerbitin lagi 

yang baru, kita gak dikonfirmasi jadi tetep kita lakuin kredit, dan ternyata pada 

saat restitusi  

Wawancara sedikit dengan Pak Sugi terkait 

Peneliti     : Pak Sugih, bunga afiliasi itu apa ? 

Pak Sugih : Bunga Afiliasi itu seperti bunga pinjaman atas peminjaman yang dilakukan 

antara perusahaan dengan perusahaan yang terafiliasi, kaya misal PT X 

Konstruksi memperoleh pinjaman dari PT X Persero, dari pinjaman itu terdapat 

bunga afiliasi. Bunga afiliasi termasuk bunga pinjaman jadi harus dikenakan PPh 

23 dengan tarif pemotongan 15%. 

Peneliti     : Bedanya sama bunga provisi apa pak sugih ? 

Pak Sugih : kalau bunga provisi itu biaya yang dibayarkan atas fasilitas pinjaman yang 

diberikan oleh pihak bank kaya modelan biaya administrasi gitu, nah kalo bunga 

ini deberi kebebasan gak ada pemotongan PPh 23. 

 



LAMPIRAN 2 

SPT Masa PPh Pasal 23 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



LAMPIRAN 3 

SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Final 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



  



LAMPIRAN 4 

SP2DK PT X Konstruksi 

 



 

 

  



LAMPIRAN 5 

SPT Tahunan Badan 

 

  



 

  



 

  



LAMPIRAN 6 

Laporan Perusahaan 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



LAMPIRAN 7 

Faktur Masukan dalam SPT Masa PPN dan Pembetulan 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

  



LAMPIRAN 8 

Terkait Bukti Pembayaran atas kurang potong 

 

  



 

  



 

  



Bukti atas Total Daya 

 

  



Bukti Pembebasan Pajak Inkha 

 

 

 

 



 


